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ABSTRAK

Pada saat pelaksanaan Pemilu/Pilkada, tidak akan pernah lepas dari yang namanya
konflik. Baik itu konflik antara peserta Pemilu, antara peserta dengan
penyelenggara Pemilu ataupun sesama penyelenggara Pemilu. Seperti yang terjadi
di Kabupaten Sijunjung, dimana konflik, yang terjadi adalah antara KPU dengan
Panwaslu dan KPU dengan PDIP. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan apabila
semua pihak berperan sesuai dengan peranannya masing-masing sesuai dengan
aturan atau regulasi yang ada. ...«

Tujuan dari dilakukannya penellﬁan ini adalah untuk menganalisis kontribusi
regulasi konflik Pemilu lerhjdm penangan konﬂik Pemilu di Kabupaten
Sijunjung serta untuk menga __j - respon pampnhgk yang berkonflik terhadap
penggunaan regulasi konflik Pemilu di Kabupater ijunjung Pendekatan yang
dipakai dalam penelitian ini adalah kuallhnf dmvgan rancangan studi kasus.
Sedangkan jenis penelitian bers Et deskriptif, yang berguna untuk memberikan
gambaran terperinei dari realitas penelitian yang dilakukan dengan purposive
sampling (secara smm Untuk melihat masalah ini peneliti menggunakan Teori
Regulasi Konflik RalfDahrendorf yang mcmehslmshuhwa ngulam konflik dapat
mempengaruhi tinggi rendahnya e erjad.

Hasil penelitian memm;ukkan, dalam penye!esa.lan kmﬂlk yang terjadi baik itu
konflik Pemilihan Kepala Daerah 2015 ataupun konflik pada saat persiapan
Pemilihan Umum 2019, peneliti menemukan bahwa regulasi konflik Pemilihan
Umum memiliki peranan /“Kkontribusi didalam penyelesaian konflik, dimana
konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik tanpa adanya
peningkatan kearah kekerasan.Hal ini dibuktikan dimana pihak yang berkonflik
dapat menerima keputusan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam
penyelesaiaannya ditambah dengan tidak adanya aktor konflik lain yang terlibat
dalam konflik tersebut.
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ABSTRACT

At the time of the election, will never be separated from the name of the
conflict. Whether it is a conflict between election participants, between
participants and election orgamzers\or fellow: e}epppn organizers. As happened in
Sijunjung district, where the conflict is between KPU and Panwaslu and KPU
with PDIP. Conflicts that occur can be resolved if all parties participate in
accordance with their respecuve roles in wcmdancc with existing rules or
regulations. :
The purpose of this reseamh‘lﬁ m analyze dae“conm'lmhon of election conflict
regulation to the handlmgof e %emlﬂwtingﬂummgkegency and to analyze
the response of the conflicting p the use o dﬁwm conflict regulation in
Sijunjung District. The approa&:h med in ﬂns search is qualitative with case
study design. While the type of &earch 1S descnptlve which is useful to provide
a detailed description of the rea ﬂy of resehm‘h conductcd by purposwe sampling
(intentionally). Tagee ﬂ!is blem&e search ‘

The results showed that in thc reso}utlon of cqnﬂmts that oceurred both in the
2015 Regional Head Election conflict or the conflict during the preparation of the
2019 General Electlon, researchers found ‘that the General Election conflict
regulation had a role / contribution in resolving conflicts, where the conflict could
be controlled and resolved properly. without an increase towards violence. This is
evidenced where the conflicting parties can accept the decision given by the
competent institution in its settlement plus the absence of other conflict actors
involved in the conflict.
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